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Pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku permufakatan jahat (samenspanning) dalam kejahatan narkotika jika memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan ketentuan pidana secara umum.Sanksi ini berlaku bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika secara aktif, termasuk sebagai perantara, pengedar, atau bandar. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana mati permufakatan jahat (samenspanning) dalam tindak pidana narkotika, bagaimana pertanggunjawaban permufakatan jahat (samenspanning) dalam tindak pidana narkotika, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  putusan pidana mati terhadap permufakatan jahat (samenspanning) dalam tindak pidana narkotika menurut putusanPengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder.Jenis data penelitian ini adalah data sekunder.Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.  Pengaturan hukum pidana mati permufakatan jahat (samenspanning) dalam tindak pidana narkotika diatur dalam  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat dihukum lebih berat. Hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan permufakatan jahat, terutama jika perbuatan tersebut melibatkan jumlah narkotika yang besar atau memiliki dampak yang signifikan.Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sering diterapkan dalam kasus jual beli narkotika yang melibatkan dua orang atau lebih yang telah melakukan delik selesai.Pertanggunjawaban permufakatan jahat (samenspanning) dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn adalah  menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati,. Pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan  putusan pidana mati terhadap permufakatan jahat (samenspanning) dalam tindak pidana narkotika menurut putusanPengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn adalah hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan perlindungan hukum kepada bangsa dan negara dari peredaran gelap narkotika. Penjatuhan pidana mati dimaksudkan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkotika sehingga salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika.
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ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS OF THE DEATH PENALTY FOR CRIMINAL CONSPIRACY
(SAMENSPANNING) IN NARCOTICS CRIMES
(Case Study of Medan District Court Decision Number 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn)
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The objective of this research was to analyze the imposition of the death penalty on
perpetrators of criminal conspiracy (samenspanning) in narcotics crimes when the conditions
regulated in the Narcotics Law and general criminal provisions were Sulfilled. This sanction
applied to individuals actively involved in narcotics distribution, including intermediaries,
dealers, or drug lords. The research problems in this thesis were: how the legal regulation of
the death penalty for criminal conspiracy (samenspanning) in narcotics crimes was
formulated, how the criminal responsibility for criminal conspiracy in narcotics crimes was
applied, and how the judges' legal considerations in imposing the death penalty for criminal
conspiracy in narcotics crimes were reflected in the Medan District Court Decision Number
1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn. This research used the library research method to examine
secondary data. The type of data in this research was secondary data. The data collected
were organized systematically and analyzed qualitatively. The legal regulation of the death
penalty for criminal conspiracy (samenspanning) in narcotics crimes was stipulated in Law
Number 35 of 2009 on Narcotics, particularly in Article 132 paragraph (1), which stated that
criminal conspiracy to commit a narcotics offense could be punished more severely. The
death penalty could be imposed on perpetrators of narcotics crimes who committed criminal
conspiracy, especially when the act involved a large quantity of narcotics or caused
significant impact. Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law was often applied in drug
trafficking cases involving two or more individuals who had completed the offense. The
criminal responsibility for criminal conspiracy (samenspanning) in narcotics crimes in the
Medan District Court Decision Number 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn resulted in the defendant
being sentenced to death. The judges’ considerations in imposing the death penalty on
criminal conspiracy (samenspanning) in narcotics crimes in the aforementioned decision
were_based _on providing legal protection to the nation and state from illicit narcotics
istribtion, imposition of the death penalty was intended to prevent drug trafficking, and
rie forid\to break the chain of illicit narcotics circulation was through sentencing
'S of narcotics crimes to death.





